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BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 10 TAHUN
2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa penjabaran anggaran pendapatan dan belanja
Kabupaten Aceh Utara tahun anggaran 2018 sebagaimana
yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Aceh
Utara Nomor 10 tahun 2018 dan terjadi perubahan
sehubungan dengan adanya usulan pergesaran anggaran
dari Dinas Kesehatan dengan surat nomor 441/1799 dan
adanya sisa anggaran pelayanan JKN tahun 2017 yang
belum diselesaikan pada akhir tahun 2017 dan anggaran
pelayanan JKN tahun 2018, sesuai ketetntuan Pasal 160
ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, ketentuan angka 2 huruf D Bab V
Pendanaan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28
Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan
Kesehatan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan
Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Bupati Aceh
Utara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara
Tahun Anggaran 2018 perlu disesuaikan kembali.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh
Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh
Utara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Utara
Tahun Anggaran 2018;

Mengingtat ....



Mengingat

: 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 172,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3893;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Ta_n%gungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Nf;iara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang ....



12.Undang-Undan Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan I\}Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 omor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

13.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
{\]}_,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
omor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana PerimbanNgan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

22. Peraturan Pemerintah ....



22.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693);

23.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5104);

24 .Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

25.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

26.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

27.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);

28.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2015 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

29.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 605);

30.Peraturan Presiden @ Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

31.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun
2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 244);

32. Peraturan Menteri ....



32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 825);

37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

38.Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil
Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Aceh Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil
Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita
Daerah Tahun 2013 Nomor 71);

39.Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008
Nomor 253);

40.Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Aceh Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Kabupaten
Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 1 “(Nomor Register Qanun
Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh (1/36/2018)7);

41. Qanun Kabupaten ....



41.Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara
Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017 Nomor 7;

42.Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 34 Tahun 2010
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten
Aceh Utara Tahun 2010 Nomor 33);

43.Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2013
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh
Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013 Nomor 31);

44 .Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2018
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018 Nomor 10)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 10 TAHUN
2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN
ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 10 Tahun
2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten
Aceh Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun
2018 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf a poin 7 dan huruf b poin 1, 2 dan 3
diubah sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran
2018 sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah

1) Pendapatan Asli Daerah Rp. 358.698.548.452,00
2) Dana Perimbangan Rp. 1.366.707.317.000,00
3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 614.046.825.217,00

Jumlah Pendapatan Rp. 2.339.452.690.669,00

2. Belanja Daerah
a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 868.764.092.808,00
2) Belanja Subsidi Rp. 2.750.000.000,00
3) Belanja Hibah Rp. 11.892.100.000,00
4) Belanja Bantuan Sosial Rp. 11.088.723.500,00

5) Belanja Bagi Hasil ....



5) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/
Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa Rp. 1.522.714.424,00

6) Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten /kota dan

Pemerintahan Desa Rp. 707.023.574.465,00
7) Belanja Tidak Terduga

Semula Rp. 2.000.000.000,00

Bertambah /(berkurang) Rp. (150.000.000,00)

Jumlah Belanja Tidak Terduga

Setelah Perubahan Rp. 1.850.000.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung
Setelah Perubahan Rp. 1.604.891.205.197,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai
Semula Rp. 91.433.440.859,00
Bertambah/(berkurang) Rp. (94.850.000,00)
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 91.338.590.859,00

2) Belanja Barang dan Jasa

Semula Rp. 406.460.260.715,84

Bertambah /(berkurang) Rp. 246.850.000,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa

Setelah Perubahan Rp. 406.707.110.715,84
3) Belanja Modal

Semula Rp. 247.243.395.562,16

Bertambah/(berkurang) Rp. (2.000.000,00)

Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp. 247.241.395.562,16

Jumlah Belanja Langsung

Setelah Perubahan Rp. 745.287.097.137,00
Jumlah Belanja Rp. 2.350.178.302.334,00
Surplus / (Defisit) Rp. (10.725.611.665,00)
3. Pembiayaan Daerah:
a. Pencrimaan Pembiayaan Daerah Rp. 10.725.611.665,00
Pembiayaan Netto Rp. 10.725.611.665,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan Rp. 0,00

2. Ketentuan pasal 2 diubah sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2

Ringkasan Penjabaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih
lanjut pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan pasal 3...




3. Ketentuan pasal 3 diubah sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam
Lampiran II Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan pasal 4 diubah sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
S. Ketentuan pasal 5 diubah sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 30 Mei 2018 M
14 Sya’ban 1439 H

S%BUPATI ACEH UTARA s .

e Lth—

H. MUHAMMAY THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 30 Mei 2018 M
14 Sya’ban 1439 H

SEKRETARIS DAERAH

ADxa EN ACEH UTARA, PARAF KOORDINASI
Kepala BPKD
AL, ~ OA A
Kabid. Anggaran / b
Kabag Hukum b
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